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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya,
sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Tahun
2025- 2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman
strategis bagi Pemerintah Kecamatan Pipikoro dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Pipikoro disusun
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan
daerah, kondisi eksisting wilayah, dan dinamika kebutuhan masyarakat. Renstra ini
menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, serta

pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah di tingkat kecamatan.

Melalui dokumen ini diharapkan terwujud keselarasan antara kebijakan
pemerintah kabupaten dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Selain
itu, dokumen ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan isu
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik

di wilayah Kecamatan Pipikoro.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen
Renstra ini, baik dari unsur Pemerintah Kabupaten Sigi, perangkat daerah terkait,
lembaga masyarakat, maupun tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Pipikoro.
Semoga Rencana Strategis Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi
pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi pembangunan daerah serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pipikoro.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan
yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah
melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap
Perangkat Daerah (PD) diwajibkan Menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya
disebut Renstra PD. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berpedoman pada RPIJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD

untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen
Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi

(cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan
daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Visi, misi, tujuan,
strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka

mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPIJMD.

RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala

Daerah.
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Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas,

maka Kecamatan Pipikoro

Kabupaten Sigi perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Renstra

Kecamatan Pipikoro ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun keterkaitan dokumen perencanaan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi

dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bagan dibawah ini :

1.2.

1. Undang-Undang Nomor
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Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
Pipikoro Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);
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4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi
di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

12.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
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13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun
2020 Nomor 288);

19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW
Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);



Renstra Kecamatan Pipikoro 2025 — 2029

21.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);

22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Tahun 2025-2026 disusun dengan

maksud sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sigi;

2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD
Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi dalam
melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan
tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Bupati dan
Wakil Bupati terpilih;

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan- kebijakan
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sigi;

2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Pipikoro
Kabupaten Sigi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola
pencapaian sasaran RPJMD;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi
setiap tahunnya;

4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja
Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi; dan

5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan
Pipikoro Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.
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1.4.

Sistematika Penulisan
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BAB 11

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja, Kecamatan. Dalam pasal 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan

merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat dan dan

selanjutnya pada pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

o o

o

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan
Bupati;

pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;

h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pipikoro mempunyai

struktur Organisasi yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Sigi Nomor 40 Tahun 2022

sebagai berikut :
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a. Camat,
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Seksi Tata Pemerintahan
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Pipikoro
CAMAT
SEKRETARIS
KECAMATAN
KELOMPOK JABATAN SUB BAG SUB BAG
FUNGSIONAL PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN DAN DAN UMUM
ASET
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
TATA PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DAN KETENTRAMAN DAN
PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KETERTIBAN UMUM
DESA SOSIAL

Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai
tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program
serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kecamatan.
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Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang pengelolaan
perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;

pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Kecamatan;
pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan;

pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana;

pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik
negara/daerah;

pengelolaan urusan kepegawaian;

pengelolaan data dan informasi;

pengoordinasian penyusunan laporan kinerja;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan,
keuangan, aset, kepegawaian, dan umum;

pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan

umum; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

1.
2.

Subbagian Perencanaan, Keuanagan dan Aset; dan

Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, penatausahaan

keuangan dan aset serta pelaporan. Uraian tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan

dan Aset meliputi:

d.

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
menyelenggarakan administrasi dan penatausahaan keuangan;

memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan;
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menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban
keuangan;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Kecamatan;

melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan aset;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian
Perencanaan, Keuangan dan Aset;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan
Aset; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusanrumah

tangga, dan perlengkapan. Uraian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

d.

o oa 0

> ©e

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan
Subbagian Kepegawaian dan Umum;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan
umum;

melaksanakan urusan kepegawaian;

melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;

melaksanakan urusan persuratan;

melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian
Kepegawaian dan Umum;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan tata

pemerintahan. Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana meliputi:
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. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi
Tata Pemerintahan;
. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan teknis urusan
pemerintahan di kecamatan;
. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
teknis urusan pemerintahan di kecamatan;
. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan
pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan profil kecamatan;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
bidang pemerintahan, meliputi:

1) fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

2) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3) fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;

4) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

5) fasilitasi pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa;

6) fasilitasi pengangkatan penjabat kepala desa;

7) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

8) penyiapan bahan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian

perangkat desa;
9) fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak
ketiga;dan
10) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta

penetapan dan penegasan batas desa.

g. melaksanakan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

teknis urusan pemerintahan di kecamatan;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan teknis urusan pemerintahan di
kecamatan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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ksi Pember nM rak nD

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa. Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan teknis urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan;

¢. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
teknis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan;

d. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan perlombaan desa;

e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembuatan profil desa;

f. menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
g. menyiapkan bahan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi:
1) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat desa;
2) koordinasi pendampingan desa di kecamatan;
3) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga
kemasyarakatan;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
teknis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan;
j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan teknis urusan pemberdayaan
masyarakat dan desa di kecamatan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Seksi Pem! jan Keseiaht Sosial

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan
urusan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Uraian tugas Seksi Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;

b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan teknis
urusan pembangunan dan kesejahteraan sosial di kecamatan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan teknis urusan pembangunan dan kesejahteraan sosial di kecamatan;
d. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan
dan kesejahteraan sosial di kecamatan;
e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
desa bidang pembangunan, meliputi:
1) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan
pembangunan kecamatan dan desa;
2) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
3) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; dan

4) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di
kecamatan.

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemantauan,
pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial,
kepemudaan, peranan wanita, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan
serta Kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

g. menyiapkan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
teknis urusan pembangunan dan kesejahteraan sosial di kecamatan;

i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan teknis urusan pembangunan dan
kesejahteraan sosial di kecamatan;dan

j.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Seksi Ketent jan Ketertiban U

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan

ketenteraman dan ketertiban umum. Uraian tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Umum meliputi:

d.

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan teknis urusan
ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan;
menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
teknis urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di kecamatan;
menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan ketenteraman
dan ketertiban umum di kecamatan;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
bidang ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; dan
2) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak
remaja dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan

berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;

. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana dan

pengungsi;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap petugas Linmas yang
berada di wilayah kecamatan;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan teknis urusan pembangunan dan
kesejahteraan sosial di kecamatan;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pada Kecamatan dapat ditetapkan sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai

dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan

Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-
masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional

senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
. Sumber Daya Perangakat Daerah

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah

Kecamatan Pipikoro sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Pemerintah Kecamatan Pipikoro

No Status Kepegawaian Laki-laki Perempuan | Jumlah
1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) 18 1 19
2 Pegawai Pemerintah dengan 9 2 11
Perjanjian Kerja (PPPK)
3 | Tenaga Kontrak - - -
Total 27 3 30

Sumber : Subbag Kepeg. Dan Umum Kecamatan Pipikoro 2025

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Pemerintah Kecamatan Pipikoro Pergolongan

No Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5
PNS:
1 | GolonganI - - -
2 | Golongan II 11 - 11
3 | Golongan III 7 1 8
4 | Golongan IV - - -
PPPK :
5 | GolonganI - - -
6 | GolonganV 8 2 10
7 | Golongan IX 1 - 1

Sumber : Subbag Kepeg. Dan Umum Kecamatan Pipikoro 2025

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Pemerintah Kecamatan Pipikoro berdasarkan Pendidikan

No Tingkat Pendidikan PNS A Jumlah
L P L P
1 |S1 7 1 1 - 9
2 | SMA Sederajat 11 - 8 2 21
3 | SD/SMP Sederajat - - - - -

Sumber : Subbag Kepeg. Dan Umum Kecamatan Pipikoro 2025
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Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari
Pemerintah Kecamatan Pipikoro, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja

seperti terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Pemerintah Kecamatan Pipikoro

Kondisi
No | Sarana dan Prasarana | Satuan | pg,ik K:"?:Q Rusak | Hilang | Jumlah
ai

1 | Gedung Kantor Unit 1 1
2 | Gedung Serbaguna Unit 1 1
3 | Rumah Dinas Unit 4 4
4 | Kendaraan Dinas Roda 4 | Unit 1 1
5 | Kendaraan Dinas Roda 2 | Unit 4 2 6
6 | Sound System Buah 1 1
7 | Laptop Unit 2 4 6
8 | Komputer Unit 1 1
9 | Printer Unit 1 3
10 | Lemari Besi Buah 0
11 | Lemari Kayu Buah 3 3
14 | Kursi Plastik Buah 20 20
15 | Kursi Putar Buah 1 1
16 | Sofa Set 0
17 | Meja Kerja Buah 6 6
23 | Dispenser Buah 0
25 | Mesin pemotong rumput Unit 1 1
27 | Gordyn Set 1 1
30 | Infocus/Proyektor Buah 1 1

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi berdasarkan
sasaran/target Renstra Tahun 2020-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD

dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pipikoro
Kabupaten Sigi Tahun 2021-2024

Target Renstra Kecamatan Pipikoro Realisasi Capaian pada Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Satuan Tahun 2020-2024
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
) @) 3 @ ®) (6) @) ® ©) (10 (11) (12) (13) (14 (15)
1 Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 82 84 86 78 81 83 85 97 99 99 99
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi
Anggaran pada Tahun 2021-2024 Realisasi Anggaran pada Tahun 2021-2024 Rasio antara Realisasi dan
No Program Anggaran Tahun 2020-2024
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
) (2 3) “ ®) (6) %) (€)) ©) (10) (11) (12) (13) (14)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
1 PEMERINTAHAN 1.882.183.485 1.757.532.814 1.884.946.645 1.966.615.945 1.737.888.050 1.703.289.734 1.852.068.040 1.880.797.322 92,33 96,91 98,26 95,64
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
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d. Kelompok Sasaran Layanan

Tugas pokok SKPD Kecamatan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan

dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Pipikoro, maka yang

yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan

fungsinya yaitu :

d.

2.2

Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) Pelaporan data dan kondisi
kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan
dengan wilayah Kecamatan.

Perangkat Daerah Kabupaten Sigi, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi
kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam
perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Seluruh Masyarakat Kecamatan Pipikoro dalam hal pelayanan, perizinan dan non
perizinan.

Aparat Desa dilingkungan Kecamatan Pipikoro.

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah

kabupaten, Kecamatan Pipikoro memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan

langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan, dan ketentraman serta ketertiban umum. Namun

dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi

efektivitas dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
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Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan aspek pelayanan

sebagai berikut:

1.

Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola

Struktur organisasi kecamatan masih belum sepenuhnya ideal dan proporsional
terhadap beban kerja dan luas wilayah pelayanan.

Koordinasi antar subbagian dan seksi belum berjalan optimal, terutama dalam
integrasi perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan belum diperbarui secara berkala
dan belum seluruhnya diterapkan secara konsisten.

Belum maksimalnya penerapan sistem informasi berbasis elektronik (digitalisasi
pelayanan) di lingkungan kecamatan.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi ASN dalam bidang pelayanan publik, pengelolaan keuangan, dan

teknologi informasi masih perlu ditingkatkan.

Motivasi dan kedisiplinan kerja sebagian pegawai masih rendah, terutama dalam

memberikan pelayanan cepat dan responsif.

Keterbatasan pegawai dengan latar belakang teknis administrasi pemerintahan

dan perencanaan pembangunan.

Aspek Sarana dan Prasarana

Kondisi gedung kantor kecamatan dan fasilitas pelayanan sebagian masih
memerlukan perbaikan dan penataan ulang.

Keterbatasan sarana teknologi informasi (komputer, jaringan internet, dan
printer) yang mendukung pelayanan berbasis digital.

Minimnya fasilitas pendukung pelayanan publik, seperti ruang tunggu, loket
pelayanan terpadu, dan sistem antrean yang memadai.

Peralatan kerja lapangan untuk kegiatan pemantauan dan koordinasi
pemerintahan desa masih terbatas.
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4. Aspek Pelayanan Publik
e Proses pelayanan administrasi kependudukan dan surat keterangan masih
bergantung pada sistem manual, belum sepenuhnya digital.
e Belum adanya inovasi pelayanan unggulan yang mampu mempercepat dan

mempermudah proses pelayanan publik.

5. Aspek Lingkungan dan Geografis Wilayah
e Sebagian wilayah Kecamatan Pipikoro berada di daerah pegunungan dan
rawan bencana, sehingga menghambat mobilitas pelayanan.
e Kondisi geografis menyebabkan akses pelayanan ke desa-desa terpencil sulit
dijangkau secara rutin.
e Gangguan cuaca ekstrem dan infrastruktur jalan yang terbatas sering

menghambat pelaksanaan pelayanan publik.

Ringkasan Permasalahan Utama :

No Aspek Permasalahan Uraian Permasalahan
Struktur organisasi belum ideal dan
1 Kelembagaan dan Tata Kelola o _ _
koordinasi antar bidang belum optimal.
Kekurangan pegawai kompeten dan
2 SDM Aparatur
rendahnya kemampuan pelayanan
Fasilitas  pelayanan  publik belum
3 Sarana & Prasarana )
memadai dan peralatan TI terbatas
Inovasi pelayanan belum berkembang
4 Pelayanan Publik dan tingkat kepuasan masyarakat belum
maksimal.
Akses pelayanan sulit karena faktor
5 Kondisi Wilayah pelay
geografis dan bencana

Permasalahan pelayanan Kecamatan Pipikoro secara umum bersumber dari
keterbatasan sumber daya (SDM, sarana) dan tantangan geografis wilayah. Diperlukan
strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi
pelayanan publik, dan inovasi sistem koordinasi antara kecamatan, desa, dan

masyarakat.
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b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah
satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan
pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis
yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Identifikasi isu
strategis dilakukan melalui analisis terhadap potensi daerah, permasalahan yang
dihadapi, isu lingkungan strategis pada tingkat global, nasional, dan regional, serta
keterkaitannya dengan dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya, termasuk
Rancangan Awal RPIJMD 2025-2029 dan Laporan KLHS RPIJMD 2025-2029.

Bagi Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi, isu strategis mencerminkan tantangan
utama yang harus ditangani agar pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Isu strategis

Kecamatan Pipikoro diidentifikasi dari:

1. Permasalahan pelayanan perangkat daerah yang telah diuraikan sebelumnya
(2.2.a).

2. Evaluasi capaian kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan tahun 2021-
2024.

3. Perubahan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sigi, termasuk prioritas
pembangunan wilayah perdesaan dan kecamatan.

4. Perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayah Pipikoro yang
mempengaruhi efektivitas pelayanan publik.

5. Kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa terhadap peningkatan kapasitas

pelayanan, koordinasi, dan pembinaan teknis.
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Tabel 2.7

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pipikoro

Potensi Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis -
Permasalahan Isu
Daerah yang yang .
- PD Global Nasional Regional Strategis PD
Menjadi Relevan
Kewenangan dengan PD
PD
; Wilayah
Potensi Keterbatasan
pertanian Akses antar desa | Pengurangan . rawan
! it d iavah ik Adaptasi b pelayanan
sulit dan wilaya risiko encana
hutan, dan b b g Perubahan iklim | dan d publik dan
rawan bencana encana dan an
sumber daya ) global mitigasi kesiapsiagaan
alam di wilayah | (longsor, gempa, | konservasi terbatasnya .
banjin ah bencana infrastrukt di wilayah
anjir ahan infrastruktur
pegunungan ] . bencana
Pipikoro jalan desa
Potensi  SDM i
Peningkatan Reformasi Kurangnya Kinerja
aparatur  dan | Kompetensi dan ] Tuntutan birokrasi
) ) kapasitas o tenaga pelayanan
pemerintahan jumlah ASN serta ) profesionalisme | dan o )
d bagai wr d manusia dan | teknis di publik belum
esa  sebagai | aparatur desa pelayanan i
] ] kelembagaan ) peningkatan kecamatan optimal dan
ujung tombak | masih rendah . publik kompetensi
pemerintahan dan desa lambat
pelayanan ASN
i Pelayanan
Potensi Pel ik Efisiensi Penerapan bIka |
elayanan publi ublik belum
pengembangan Y P energi dan Transformasi SPBE dan Infrastruktur P
pelayanan masih manual o o o efektif dan
digitalisasi digital (smart | digitalisasi TIK belum
administrasi dan belum ) belum
i ) ramah governance) layanan memadai .
berbasis terintegrasi ) ) berbasis
lingkungan publik o
teknologi digital digital
Potensi Belum tersedia Pengelolaan Data-dhi Sistem data Lemahnya
ata-driven
pengelolaan Basis data data spasial Kebijakan kecamatan pengendalian
data dan governance dan belum
pembangunan dan . Satu Data dan monitoring
informasi . kebijakan | terkoneksi
desa—kecamatan nonspasial berbasis buki Indonesia pembangunan
erbasis bukti
pembangunan terintegrasi berkelanjutan dengan wilayah
wilayah kabupaten
Rendahnya
Partisipasi Peningkatan isipasi
o L Tuntutan Partisipasi partisipasi
Potensi sosial masyarakat partisipasi ) masyarakat
transparansi Open masyarakat
Budaya dan dalam masyarakat ) dan tingkat
publik dan Government | desa terhadap
kelembagaan perencanaan dan L i kepuasan
) partisipasi Indonesia pembangunan
adat yang kuat | pembangunan keberlanjutan ) terhadap
) ) warga masih rendah
masih rendah sosial pelayanan

publik
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BAB III1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Tahun
2025-2029

Dalam konteks perencanaan strategis, tujuan merupakan hasil akhir yang ingin
dicapai oleh Kecamatan Pipikoro dalam kurun waktu lima tahun (2025-2029), yang
menggambarkan arah umum dari kinerja penyelenggaraan pelayanan publik,
pemerintahan, dan pembangunan wilayah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran lebih
terukur dari tujuan, berupa hasil yang diharapkan dalam jangka menengah, yang dapat
dinilai dari indikator dan target kinerja (outcome) yang terukur.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029 disusun
untuk memperkuat peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjadi
penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa, serta sebagai penyelenggara
pelayanan publik langsung kepada masyarakat.

Gambar 3.1. Konsep Renstra Kecamatan Pipikoro
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Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
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Secara konseptual, RENSTRA Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029 merupakan
dokumen strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan wilayah,
penyelenggaraan pelayanan publik, dan penguatan kapasitas aparatur, dengan tujuan

utama untuk:

¢ Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien
¢ Mengoptimalkan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan desa;

¢ Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan tangguh

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan
strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan
hal tersebut, maka Tujuan dan Sasaran untuk mencapai visi dan melaksanakan misi
dalam RPJMD Kabupaten Sigi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra

Kecamatan Pipikoro

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPIMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 KETERANGAN
YANG RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) 10) | (11) (12)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Pipikoro
- Meningkatnya Tata | Meningkatkan tata Rasio Gini (indeks) |0 71 72 73 74 75 76
Kelola Pemerintahan kelola
yang efektif dan Pemerintahan
efisien kecamatan yang . —
efektif dan efisien Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat |C cC cC B B B B
Efektifitas Daerah (Nilai)
Administrasi
Kesekretariatan
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3.2

3.3

Strategi Renstra Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029

Secara umum, strategi pembangunan Kecamatan Pipikoro diarahkan untuk
mewujudkan pemerintahan kecamatan yang efektif, akuntabel, adaptif terhadap
teknologi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada

masyarakat.

Strategi Renstra Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029 merupakan panduan
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan untuk lima tahun ke depan.
Strategi ini berfungsi sebagai instrumen pengarah pelaksanaan program dan
kegiatan agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sigi, serta menjadi

dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Pipikoro.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Pipikoro Tahun 2026-2030
TAHAPI TAHAPII TAHAP III TAHAP IV TAHAPV
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
1 2 3 4 5
Penguatan Digitalisasi Pemberdayaan Peningkatan Konsolidasi
kelembagaan, | pelayanan dan ketahanan Reformasi
tata kelola, publik dan pengembangan sosial dan Birokrasi dan
dan sistem ekonomi kesiapsiaga Pengelolaan
perencanaan informasi masyarakat an wilayah Lingkungan
berbasis data | pembangunan berbasis potensi | terhadap Berkelanjutan
lokal; bencana

Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029 menjadi acuan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan agar:

e Selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sigi;

e Berorientasi pada peningkatan pelayanan publik;

e Mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan
pemerintahan desa; serta

e Mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.
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Dengan arah kebijakan ini, Kecamatan Pipikoro diharapkan mampu

menjalankan perannya secara optimal sebagai simpul koordinasi pemerintahan dan

pembangunan wilayah, sekaligus sebagai pusat pelayanan publik yang efisien,

transparan, dan adaptif terhadap perubahan.

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029

Operasionalisasi

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

daerah yang efektif, daerah yang efektif,
transparan, dan transparan, dan
akuntabel dengan | akuntabel dengan

Penerapan sistem
manajemen kinerja
dan pelaporan
berbasis digital (SIPD,
e-Kinerja, e-SAKIP)
untuk Mendukung
reformasi birokrasi
dan akuntabilitas
kinerja kecamatan

Penerapansistem
manajemen kinerja
dan pelaporan berbasis
digital (SIPD, e-
Kinerja, e-SAKIP)
untuk Mendukung
reformasi birokrasi dan
akuntabilitas  kinerja
kecamatan

No NSPK RPIMD Renstra Ket.
1 2 3 4 5
Meningkatkan tata Meningkatkan tata
kelola pemerintahan kelola  pemerintahan

Meningkatkan kualitas
pelayanan publik di
seluruh perangkat
daerah dengan

Meningkatkan kualitas
pelayanan publik di
seluruh perangkat
daerah dengan

pengembangan pengembangan
Pelayanan Pelayanan
Administrasi Terpadu | Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) | Kecamatan  (PATEN)

dan digitalisasi
pelayana publik untuk
meningkatkan
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
kecamatan

dan digitalisasi
pelayanan publik untuk
meningkatkan
kepuasan masyarakat
terhadap  pelayanan
kecamatan
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

4.1

BIDANG URUSAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pipikoro Tahun
2025- 2029

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat
meningkatkan kinerja. Strategi Kecamatan Pipikoro mencakup penentuan kebijakan,

program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan yang telah
disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan
keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah
kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kegiatan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan

sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi.

RPIJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam Menyusun Rencana Strategis.
Rencana strategis SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta
indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun
oleh setiap SKPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD
Kabupaten Sigi.

Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci tujuan, sasaran, outcome,
output, indikator, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel ini
bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Langkah-langkah
operasionalisasi kebijakan dan pencapaian yang diharapkan dalam mendukung

pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi.
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TABEL 4.1 PROGRAM KECAMATAN PIPIKORO KABUPATEN SIGI

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT DAERAH
e LD LA L INDIKATOR OUTCOME 52l 2025 PENANGGUNG
OUTCOME 2024
JAWAB
2026 2027 2028 2029 2030
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7.01 - KECAMATAN 1.505.489.000,00 1.535.598.780,00 1.566.310.756,00 1.597.636.971,00 1.629.589.710,00
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.505.489.000,00 1.535.598.780,00 1.566.310.756,00 1.597.636.971,00 1.629.589.710,00
KABUPATEN/KOTA

Persentase kelancaran -
Meningkatnya Kelancaran Administrasi | administrasi program Dinas/Badan yang

. ’ 100 100 100 1.505.489.000,00 100 1.535.598.780,00 100 1.566.310.756,00 100 1.597.636.971,00 100 1.629.589.710,00 | menangani Bidang

Kesektrariatan keuangan, umum dan K ta

kepegawaian (%) ecamatan
TOTAL KESELURUHAN 1505489000.00 1535598780.00 1566310756.00 1597636971.00 1629589710.00
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4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra
Kecamatan Pipikoro Tahun 2026-2030

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan,
sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III.
Program dan kegiatan yang disusun mencerminkan upaya Kecamatan Pipikoro dalam
mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel,

sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

Dalam periode lima tahun ke depan, program utama yang dilaksanakan oleh
Kecamatan Pipikoro adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Program ini menjadi dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan dalam memberikan dukungan administrasi, keuangan, dan pelayanan umum
bagi kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pelaksanaan program
penunjang ini diorientasikan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), peningkatan kinerja pelayanan publik, serta efisiensi penggunaan

sumber daya aparatur dan keuangan daerah.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan telah disusun
dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sumber daya
yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan rincian rencana program, kegiatan, sub
kegiatan, dan pendanaan Renstra Bapperida Kabupaten Sigi untuk periode 2026-2030,
yang menggambarkan target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan untuk setiap
tahunnya. Berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pipikoro
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 :
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Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra

Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi

NSPK DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
©1) (09 (03 (04) (05) (06) (07) (08)

7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Pipiko

ro

- Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang efektif dan
efisien

Meningkatkkan Tata kelola

Pemerintahan yang efektif dan

efisien

Persentase Efektifitas Tata Kelola
Pemerintahan Kecamatan (%)

Meningkatnya efektifitas
Administrasi Kesekretariatan

Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)

Meningkatnya Kelancaran
Administrasi Kesektrariatan

Persentase kelancaran
administrasi program, keuangan,
umum dan kepegawaian (%)

7.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

lJumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang
Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah (Data)

7.01.01.201 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

lJumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD (Dokumen)

7.01.01.201 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

lJumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
\Walidata Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)

7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan  Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

[Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan  Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

[Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan Renja PD yang
disusun (Dokumen)

7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan  Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

lJumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan

DPA-SKPD (Dokumen)

7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

lJumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan

RKA-SKPD (Dokumen)

7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

lJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD (Dokumen)

7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
[Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penganggaran, dan Evaluasi

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan ~ |Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Capaian Kinerjadan lkhtisar

Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja [7.01.01.2.01 - Perencanaan,

Perangkat Daerah (Laporan) Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

lJumlah Dokumen Perencanaan 7.01.01.2.01.0001 -

Perangkat Daerah (Dokumen) Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD  dan [7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan [dan Penyusunan Dokumen RKA-

Dokumen SKPD

RKA-SKPD (Dokumen)

[Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi [dan Penyusunan Dokumen
Penyusunan Dokumen Perubahan Perubahan RKA-SKPD

RKA-SKPD (Dokumen)

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan [7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan |dan Penyusunan DPA-SKPD

Dokumen

DPA-SKPD (Dokumen)

[Jumlah Dokumen Perubahan DPA- 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD

DPA-SKPD (Dokumen)

[Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan dan Ffenyu_sungn Laporap
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan ~ [CaPaian Kinerja dan Ikhtisar

. N . Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerjadan lkhtisar

Realisasi Kinerja_SKPD (Laporan)

lJumlah Laporan Evaluasi Kinerja 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi
Perangkat Daerah (Laporan) Kinerja Perangkat Daerah
lJumlah Dokumen Hasil 7.01.01.2.01.0008 -

Penyelenggaraan Walidata Pendukung |Penyelenggaraan Walidata
Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) Pendukung Statistik Sektoral
Daerah

[Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah 7.01.01.2.01.0009 -
lyang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa [Pelaksanaan Pengumpulan Data
Lingkup Perangkat Daerah (Data) Statistik Sektoral Daerah

lJumlah Dokumen Perencanaan Urusan (7.01.01.2.01.0011 -

Selain Renstra PD dan Renja PD yang |Penyusunan Dokumen
disusun (Dokumen) Perencanaan Urusan Selain
Renstra PD dan Renja PD
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Tersusunnya Dokumen [Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 7.01.01.2.02 - Administrasi
IAdministrasi Keuangan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

(Dokumen)

lJumlah Orang yang Menerima Gaiji dan
Tunjangan ASN (Orang/bulan)

7.01.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

lJumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN (Orang/bulan)

7.01.01.2.02.0001 -Penyediaan
Gajidan Tunjangan ASN

lJumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
(Dokumen)

7.01.01.2.02.0003 -Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Tersusunnya Dokumen
IAdministrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

lJumlah Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD (Dokumen)

7.01.01.2.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

[Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD (Dokumen)

7.01.01.2.03.0001 -
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Tersusunnya Administrasi Keuanga

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
(Dokumen)

7.01.01.2.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

lJumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
(Dokumen)

7.01.01.2.05.0003 - Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Tersusunnya Dokumen Administrasi

Umum Perangkat Daerah

lJumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
Tamu (Laporan)

7.01.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

[Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(Laporan)

7.01.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

lJumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
(Paket)

7.01.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

lJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
yang Disediakan (Paket)

7.01.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

lJumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
(Paket)

7.01.01.2.06.0002 -
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

lJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
lyang Disediakan (Paket)

7.01.01.2.06.0003 -
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

lJumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
[ Tamu (Laporan)

7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi
Kunjungan Tamu
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

[Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(Laporan)

7.01.01.2.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tersusunnya Dokumen Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

lJumlah Paket Mebel yang Disediakan
(Unit)

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

lJumlah UnitKendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

lJumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

lJumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

lJumlah PaketMebel yang Disediakan
(Unit)

7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan
Mebel

[Jumlah Unit Peralatandan Mesin
Lainnya yang Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersusunnya Dokumen Penyediaan
[Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

lJumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
lyang Disediakan (Laporan)

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

lJumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat (Laporan)

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

[Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat (Laporan)

7.01.01.2.08.0001 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

lJumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
lyang Disediakan (Laporan)

7.01.01.2.08.0003 -
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tersusunnya Dokumen Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

lJumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

lJumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

lJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
lyang Dipelihara (Unit)

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

7.01.01.2.09.0002 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
(Operasional atau Lapangan

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit)

7.01.01.2.09.0006 -
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

7.01.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
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Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan pendanaan Kecamatan Pipikoro
Kabupaten Sigi

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT PERANGKAT
PROGRAM/ OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
| KEGIATAN / 2024
SUBKEGIATAN OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
7.01 - KECAMATAN 1.505.489.000,00 1.535.598.780,00 1.566.310.756,00 1.597.636.971,00 1.629.589.710,00
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.505.489.000,00 1.535.598.780,00 1.566.310.756,00 1.597.636.971,00 1.629.589.710,00
KABUPATEN/KOTA
Meningk Kel Admini . Persentase kelancaran administrasi program, 7.01.0.00.0.00.14.00
K:S”e'l’(‘tfas;‘z: elancaran Administrasi | g\ ;angan, umum dan 100 100 1.505.489.000,00 100 1.535.598.780,00 100 1.566.310.756,00 100 1.597.636.971,00 100 1.629.589.710,00 | 00 - Kecamatan
kepegawaian (%) Pipikoro
7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1.000.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Renstra PD dan 0 1 1.000.000,00 1 900.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Perangkat Daerah Renja PD yang disusun (Dokumen)
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 0 1 1 1 1 1
Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) © U t L U t
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
0 1 1 1 1 1
(Dokumen)
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi © L L il U t
Kinerja SKPD (Laporan)
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah
Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat
0 1 1 1 1 1
Daerah (Data)
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 1 1 1 1 1
(Laporan)
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
0 1 1 1 1 1
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
Walidata Pendukung Statistik Sektoral 0 1 1 1 1 1
Daerah (Dokumen)
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 1 1 1 1 1
(Dokumen)
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 1 100.000,00 1 100.000,00 4 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00

Perangkat Daerah

(Dokumen)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ INDIKATOR OUTCOME / BASELINE PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
USSP PRI [FERE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Dokumen RKA-SKPD
. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan | | 5nran Hasil Koordinasi Penyusunan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Dokumen RKA-SKPD
SKPD
(Dokumen)

7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00

Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)

USRS EER PRI (FEA e 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

DPA-SKPD

. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Tergedlanyg Dckumen DPA-SKPD dan Laporan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
g;i’l:j}(oordmag Penyusunan Dokumen DPA- Dokumen DPA-SKPD 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
(Dokumen)

7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Perubahan DPA- SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00

Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

" . . Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan

Ikhtl.sarRea.Ilsas.l Kinerja SKPD dan Laporan. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

H.asll.Koordlnas.l Penyusu.nan. L.apo.ran Capaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD o

Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
LA A RIS DL A PV 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Laporan)
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil

Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik | Penyelenggaraan Walidata

Sektoral Dacrah Pendukung Stafistik Sektoral 0 1 100.000,00 1 0,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Daerah (Dokumen)
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan
Data Statistik Sektoral 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Daerah
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah

Terlaksananya Pengumpulan Data yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa

Statistik Sektoral Daerah Lingkup Perangkat 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Daerah (Data)

7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen

Perencanaan Urusan Selain 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan | gejain Renstra PD dan 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00

Selain Renstra PD dan RenjaPD

Renja PD yang disusun (Dokumen)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ INDIKATOR OUTCOME / BASELINE PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (14) (15)
;01 .Or: 202 Acminstasiieranoan s mngkat 1.150.106.867,00 1.161.288.599,00 1.157.300.557,00 1.153.232.753,00 1.149.083.575,00
aera
L . Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan | pengjjian/Verifikasi Keuangan 1 1 1.150.106.867,00 1 1.161.288.599,00 1 1.157.300.557,00 1 1.153.232.753,00 1.149.083.575,00
Perangkat Daerah SKPD (Dokumen)

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 17 17 17 17 17 17

Tunjangan ASN (Orang/bulan)

i aaen =siasnicaiicay 1.109.998.445,00 1.106.088.599,00 1.102.100.557,00 1.098.032.753,00 1.093.883.575,00

Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 17 17 1.109.998.445,00 17 1.106.088.599,00 17 1.102.100.557,00 17 1,098.032.753,00 17 1.093.883.575,00

Tunjangan ASN (Orang/bulan)
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaal
dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD
g Y 40.108.422,00 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00

Terlak Penat h d Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

erlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 1 40.108.422,00 1 55.200.000,00 1 55.200.000,00 1 55.200.000,00 55.200.000,00

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SKPD (Dokumen)

VLN 2= Relm R Crerg s BReEl 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00

pada Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Jumlah Rencana Kebutuhan

Milik Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah SKPD 12 12 8.400.000,00 12 8.400.000,00 12 8.400.000,00 12 8.400.000,00 12 8.400.000,00

Daerah (Dokumen)

7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00

T . R Kebutuhan B Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik

DZ':;‘:]'Z‘S”}{;D”CE’”E‘ ebutuhanBarang Milik | paeran SKPD (Dokumen) 12 12 8.400.000,00 12 8.400.000,00 12 8.400.000,00 12 8.400.000,00 12 8.400.000,00

LA e g m 500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Perangkat Daerah

. Jumlah Dokumen Pendataan dan

SRS AR 2 G R Pengolahan Administrasi 0 1 500.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Perangkat Daerah .

Kepegawaian (Dokumen)
VAL = ek e T 500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Pengolahan Administrasi 0 1 500.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Administrasi Kepegawaian .

Kepegawaian (Dokumen)

LB e U (e 207.982.133,00 227.910.181,00 262.610.199,00 298.004.218,00 334.106.135,00

Daerah

T Dok Admini . Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan|

ERUBIE Dl e AT IS E| Kantor yang 4 4 207.982.133,00 4 227.910.181,00 4 262.610.199,00 4 298.004.218,00 4 334.106.135,00

Umum Perangkat Daerah S

Disediakan (Paket)

Jumlah Laporan Fasilitasi 4 4 4 4 4 4
Kunjungan Tamu (Laporan)

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 4 4 4 4 4 4
yang Disediakan (Paket)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 1 1 1 1
SKPD (Laporan)

A AMBVIA = PO EAEER) (R EE 77.993.300,00 77.993.300,00 77.993.300,00 77.993.300,00 77.993.300,00

dan Perlengkapan Kantor

T di Peral d Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan|

ersedianya Peralatan dan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 77.993.300,00 4 77.993.300,00 4 77.993.300,00 4 77.993.300,00 4 77.993.300,00

Perlengkapan Kantor

e Salegvediaay 77.993.300,00 77.993.300,00 77.993.300,00 77.993.300,00 77.993.300,00

Peralatan Rumah Tangga
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ INDIKATOR OUTCOME / BASELINE PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 4 4 77.993.300,00 4 77.993.300,00 4 77.993.300,00 4 77.993.300,00 4 77.993.300,00

yang Disediakan (Paket)

L0 CCO00SRas iU ng=n i, 51.995.533,00 71.923.581,00 51.995.533,00 51.995.533,00 51.995.533,00

Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan  Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 4 4 51.995.533,00 4 71.923.581,00 4 51.995.533,00 4 51.995.533,00 4 51.995.533,00

Kunjungan Tamu (Laporan)
ARSI = FEREETEIEEE (REFEl 0,00 0,00 54.628.066,00 90.022.085,00 126.124.002,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 0,00 1 000 1 54.628.066,00 1 90.022.085,00 1 126.124.002,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SKPD (Laporan)

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00

Daerah

Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Jumiah Paket Mebel Disediak

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (J;‘?S‘ EiGliEealveng) (PEREEIEn 10 10 66.000.000,00 10 66.000.000,00 10 66.000.000,00 10 66.000.000,00 10 66.000.000,00

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya > 2 > 2 2 >
yang Disediakan (Unit)

Jumlah Unit Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan yang 5 5) 5 5 5 5
Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

T i Kend Di Jumlah Unit Kendaraan Dinas

ersedianyaendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 5 5 16.000.000,00 5 16.000.000,00 5 16.000.000,00 5 16.000.000,00 5 16.000.000,00

Operasional atau Lapangan N "

Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Tersedianya Mebel (JL“J’“';"“ PaketMebelyang Disediakan 10 10 10.000.000,00 10 10.000.000,00 10 10.000.000,00 10 10.000.000,00 10 10.000.000,00

nit

7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

TersedianyaPeralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 5 2 40.000.000,00 5 40,000.000,00 > 40.000.000,00 2 40.000.000,00 5 40,000.000,00

yang Disediakan (Unit)

IR0 - PRI (FEhg 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

Urusan Pemerintahan Daerah

T Dok P . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

ersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah el

yang Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1 1 1 1 1 1
Menyurat (Laporan)

L 2E T =Rt EEn e Sl 2,000.000,00 2,000.000,00 2,000.000,00 2,000.000,00 2,000.000,00

Menyurat

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00

Menyurat (Laporan)
TR Femee B dEes (PRl 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
dan Perlengkapan Kantor
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

;ers:)d'a”ya JasaPeralatandan Perlengkapan | peraatan dan Perlengkapan Kantor 12 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00

antor yang Disediakan (Laporan)

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.500.000,00 59.000.000,00 58.900.000,00 58.900.000,00 58.900.000,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATgLﬁgHICOMEI TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PES:EN&T_IAT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (14)
Jumlah Kendaraan Dinas
Tersusunnya Dokumen Pengadaan T
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan p y R pang Y@ 9 6 6 59.500.000,00 6 59.000.000,00 6 58.900.000,00 6 58.900.000,00 6 58.900.000,00
Pemerintah Daerah Dipelihara dan dibayarkan Pajak
emerintah Daera dan Perizinannya (Unit)
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit) g g g 2 d g
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang 1 1 1 1 1 1
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa
e da 19.500.000,00 19.000.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan yang 6 6 19.500.000,00 6 19.000.000,00 6 18.900.000,00 6 18.900.000,00 6 18.900.000,00
Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya (Unit)
AT SR 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Pemelinaraan Peralatan | Jumiah Peralatan dan Mesin 5 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara (Unit)
7.01.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya yang 1 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00

Kantor dan Bangunan Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
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4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan
Daerah Renstra Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029

Dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029, dilakukan identifikasi terhadap sub kegiatan
prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Hasil penelaahan dan penyelarasan antara program dan kegiatan Kecamatan
Pipikoro dengan arah kebijakan pembangunan daerah menunjukkan bahwa pada
periode perencanaan ini, tidak terdapat sub kegiatan yang secara spesifik dikategorikan
sebagai sub kegiatan prioritas pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena seluruh
kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pipikoro bersifat penunjang urusan

pemerintahan daerah, yang berfokus pada:

e Pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan umum;
e Pengelolaan perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan aset daerah; serta
e Dukungan operasional terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah

kecamatan.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra
Kecamatan Pipikoro

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01) (02) (03) 04 (05)
NIHIL

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kecamatan Pipikoro Tahun
2025- 2030

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran utama keberhasilan pencapaian

kinerja Kecamatan Pipikoro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030. IKU berfungsi sebagai tolok ukur
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capaian sasaran strategis, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). IKU ditetapkan sebagai
bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja Kecamatan Pipikoro dan menjadi
instrumen utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra
Kecamatan Pipikoro

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SAT A I KETERANGAN
UAN ITAHUN 2024
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1. 7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan
Pipikoro
2. Persentase Efektifitas Tata Kelola % 0 71 72 73 74 75 76
Pemerintahan Kecamatan

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-
2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk

menilai keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Pipikoro Tahun 2025-2029. IKK menjadi bagian dari

sistem pengukuran kinerja yang menjabarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ke dalam

indikator operasional yang lebih spesifik, terukur, dan langsung terkait dengan hasil

pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra
Kecamatan Pipikoro

BASELINE TARGET TAHUN

NO INDIKATOR STATUS [SATUAN TAHUN KETERANGAN

2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

(01) (02) (03) (04) (0%5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
. 7.01 - KECAMATAN

2. Persentase kelancaran administrasi| positif % 100 100 100 100 100 100 100
program, keuangan, umum dan
kepegawaian

3. Nilai AKIP Perangkat Daerah positif Nilai 100 100 100 100 100 100 100
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selama periode lima tahun.
Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, serta memperhatikan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Renstra Kecamatan Pipikoro berperan strategis sebagai panduan operasional bagi
seluruh unit kerja di lingkungan kecamatan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penyusunan dokumen ini, Kecamatan Pipikoro
diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat sinergi antara
pemerintah kabupaten dan desa, guna mendukung pembangunan wilayah yang inklusif dan
berkelanjutan.

Akhirnya, dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pipikoro Kabupaten
Sigi Tahun 2025-2029, diharapkan seluruh unsur pelaksana pemerintahan di kecamatan
memiliki panduan yang jelas, terukur, dan terarah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Semoga Renstra Kecamatan
Pipikoro Kabupaten Sigi ini dapat menggambarkan dan menjabarkan visi RPIJMD
Kabupaten Sigi tahun 2025 — 2029 yang ditetapkan yaitu “KABUPATEN SIGI, MAJU
BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA “.

,.30 September 2025
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